ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada
Buruh Pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo” adalah hasil penelitian
lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengupahan di
PT. Integra Indocabinet dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan
di PT. Integra Indocabinet.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah
dan dianalisis dengan analisa deskriptif analisis melalui pendekatan induktif untuk
memaparkan data yang spesifik untuk diambil kesimpulan khusus dan dianalisis
menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengupahan dalam
sistem borongan sama halnya dengan sistem mekanisme pengupahan pada
umumnya. Yang berbeda adalah ketika barang telah diselesaikan oleh pekerja
barulah pihak pekerja menyerahkan hasil pekerjaannya pada bagian QC kemudian
pihak QC menyerahkan pada bagian packing dan barang tersebut siap untuk di
ekspor melalui jalur laut. Permasalahan refurn terjadi karena diakibatkan oleh dua
hal. Permasalahan refurn bisa terjadi karena dapat diakibatkan oleh dua hal. Pertama,
barang return yang dikembalikan kepada pekerja disebabkan oleh kecacatan produksi
yang berakibat barang menjadi rusak. Dalam hal ini pekerja tidak mendapatkan
haknya yaitu upah dikarenakan pekerja telah lalai. Kedua, barang yang dikembalikan
(return) disebabkan oleh persediaan bahan baku dan bahan baku penolong tidak
berkualitas bagus serta juga bisa diakibatkan dalam proses pengiriman barangnya.
Barang yang return di akibatkan oleh kondisi barangnya tidak sempurna (patah-
patah) dan barangnya mengalami pemudaran cat sehingga hasilnya tidak sesuai
dengan yang telah dijanjikan. Sehingga pekerja tidak mempunyai tanggung jawab
untuk memperbaikinya karena bukan kesalahan dari pekerjanya sendiri. Namun,
pada kenyataannya pekerja disuruh memperbaikinya tanpa di upah kembali. Hal ini
tidak sesuai dengan kontrak kerja yang mengatakan bahwa pekerja tidak akan
menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja.
Dan juga diperjelas dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang
ketenagakerjaan dalam pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pelanggaran yang
dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda”. Serta tidak sesuai dengan rukun wjrah yaitu yang berhubungan dengan akad
ijab gabul (Shigat).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seharusnya pemilik perusahaan
tidak melakukan perbuatan seperti itu karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum
Islam dan juga menimbulkan kesenjangan serta pemilik perusahaan berusaha
menciptakan sistem pengupahan yang sebenar-benarnya yang telah sesuai dengan
perjanjian kontrak kerja yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja.



